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AKSI AFIRMATIF BAGI PRODUK DALAM NEGERI

Sumber : Menko Bidang Maritim dan Investasi pada Rakor Antar Menteri Optimalisasi Belanja PDN dan 
UMKM Melalui E-Purchasing Dalam Rangka BBI – Februari 2021

Perintah Presiden target belanja PDN dan
UMKM Tahun 2022 Sebesar Rp 400 Triliun
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POTENSI PASAR PRODUK DALAM NEGERI

Kementerian/Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar Pemerintah Daerah Pemilik Anggaran Belanja
Barang dan Belanja Modal Terbesar

No 8Nama Kementerian/Lembaga Jumlah Anggaran

1 Kementerian Pertahanan 134,7 Trilliun

2 Kepolisian Republik Indonesia 111 Trilliun

3 Kementerian PUPR 100,6 Trilliun

4 Kementerian Kesehatan 96,9 Trilliun

5 Kementerian Sosial 78,3 Trilliun

6 Kementerian Dikbudristek 73 Trilliun

7 Kementerian Agama 66,5 Trilliun

8 Kementerian Keuangan 44 Trilliun

9 Kementerian Perhubungan 32,9 Trilliun

10 Kementerian Kominfo 21,8 Trilliun

No Nama Pemerintah Daerah Jumlah Anggaran

1 Jawa Timur 57,07 Trilliun

2 Jawa Barat 48,85 Trilliun

3 Jawa Tengah 39,44 Trilliun

4 DKI Jakarta 38,31 Trilliun

5 Sumatera Utara 24,75 Trilliun

6 Papua 24,09 Trilliun

7 Sulawesi Selatan 20,59 Trilliun

8 Kalimantan Timur 19,24 Trilliun

9 Aceh 19,17 Trilliun

10 Banten 18,75 Trilliun

Sumber : Nota Keuangan Kemenkeu 2022 Sumber : Portal data DJPK, 2022



Pasal 66 Perpres 12/2021: 
Pengadaan barang/jasa
pemerintah wajib menggunakan
produk dalam negeri.

Pasal 86 UU 3/2014: 
Mewajibkan untuk menggunakan produk dalam
negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya
(K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan
sumber daya yang dikuasai negara), termasuk hibah
dan pinjaman DN/LN

Pasal 61 PP 29/2018: 
Kewajiban menggunakan Produk Dalam
Negeri dengan nilai TKDN minimal 25% 
apabila terdapat produk dalam negeri
dengan nilai penjumlahan TKDN dan
BMP paling sedikit 40%

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

UU
3/2014

tentang 
Perindustrian

PP
29/2018
tentang

Pemberdayaan Industri

Perpres 
16/2018 jo 12/2021

tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HIERARKI KEBIJAKAN P3DN
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IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J

1. Input Rencana
Pengadaan B/J;

2. Cek barang ber-TKDN;

3. Business Matching dgn
Industri dlm negeri

1. Pengadaan TKDN

2. Penerapan TKDN wajib
pada barang

3. Penerapan preferensi
harga

1. Rekap Tagging PDN
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BUSINESS MATCHING

Business Matching antara instansi 
pengguna dengan penyedia Produk
Dalam Negeri dikoordinasikan oleh 

Kementerian Perindustrian

Surat 
Edaran

Daftar 
Belanja 

Business 
Matching

Monitoring dan Audit Dibeli Sertifikasi

Audit 
Teknologi
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P3DN DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Arahan Menperin Terkait Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan SE Menperin no 177 tahun 2021 :

Menggunakan
Produk TKDN 
Wajib

Persetujuan dari
Menteri atau yang 
ditugaskan

Penggunaan Produk Impor/ 
TKDN di bawah 25%

Pelaksanaan
Tender/Pemilihan Penyedia

Disetujui

Penyusunan Dokumen Pengadaan
(KAK/Spesifikasi Teknis)

Pengumpulan Informasi
Kebutuhan Pengadaan B/J
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TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI P3DN

Pengumpulan
atas rencana
pengadaan B/J 
seluruh Unit 
Kerja

Monitoring 
atas realisasi
penggunaan
PDN

• Dilakukan berkala
• Berdasarkan data 

realisasi pada E-
Monitoring

Evaluasi atas
realisasi
penggunaan
PDN

• Capaian realisasi
pembelian PDN;

• Rekomendasi untuk
meningkatkan PDN

• Dilakukan per semester

Pelaporan
evaluasi P3DN

• Rekapitulasi realisasi
pada E-Monitoring

• Pelaporan setiap akhir
tahun



Mencari data 
TKDN di sini

unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.id
/export_excel.php

E-LAPOR
Portal pengaduan
terkait P3DN

MENGUNDUH 
DATA TKDN

DI SINI

DAFTAR INVENTARISASI B/J PRODUKSI DALAM NEGERI
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CAPAIAN NILAI TKDN MASIH BERLAKU

10

Sudah terdapat

23.994 
Produk Dalam Negeri

ber-TKDN

13.310
Produk Dalam Negeri dengan

nilai TKDN di atas 40%
(Barang Wajib)

Data tanggal:
28 Februari 2022, 19:00 WIB

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id  ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk

No Kelompok Barang
Jumlah Sertifikat Nilai Capaian TKDN

Berlaku Seluruhnya <25% 25-40% > 40%

1. Bahan Penunjang Pertanian 484 665 10 69 611

2. Mesin dan Peralatan Pertanian 284 500 19 152 197

3. Mesin dan Peralatan Pertambangan 22 47 8 19 19

4. Mesin dan Peralatan Migas 784 1.638 297 601 516

5. Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 32 78 2 25 8

6. Mesin dan Peralatan Pabrik 68 156 6 42 31

7. Bahan Bangunan/Konstruksi 1.352 2.033 37 164 1.841

8. Logam dan Barang Logam 1.344 2.318 152 362 1.430

9. Bahan Kimia dan Barang Kimia 1.492 2.951 347 737 1.006

10. Peralatan Elektronika 496 722 157 356 315

11. Peralatan Kelistrikan 1.780 3.979 404 746 2.607

12. Peralatan Telekomunikasi 663 1.379 37 711 26

13. Alat Transport 81 209 2 46 33

14. Bahan dan Peralatan Kesehatan 2.024 2.407 222 2.598 1.228

15. Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1

16. Komputer dan Peralatan Kantor 63 225 20 29 130

17. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 179 373 10 88 119

18. Peralatan Olahraga dan Pendidikan 94 203 3 38 79

19. Sarana Pertahanan 51 139 5 6 136

20. Barang Lainnya 3.018 3.964 96 781 2.977

Total 14.315 23.994 1.834 7.573 13.310

http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php


DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
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Identifikasi Produk Ber-TKDN Kategori Wajib Berdasarkan DIB

No Kelompok Barang Jumlah Produk Jenis Produk Range Nilai TKDN

1 Peralatan Telekomunikasi 29 16 40% - 56,48%

2 Peralatan Olahraga dan Pendidikan 80 33 40,04% - 95.49%

3 Peralatan Elektronika 327 94 40% - 85,7%

4 Komputer dan Peralatan Kantor 130 24 40,04% - 95,8%

5 Pakaian dan Perlengkapan Kerja 120 46 40,08% - 98,5%
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SURAT EDARAN MENKOMARVES TENTANG P3DN

Menkomaritim dan Investasi telah
mengirimkan surat no B-
0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 
kepada seluruh pimpinan
Kementerian dan Lembaga Negara.

Salah satu point pada surat tersebut
adalah mendorong seluruh pimpinan
untuk membentuk Tim P3DN sesuai
amanat PP no 29 tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri



PENGAWASAN DAN SANKSI
BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018
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PENGAWASAN DAN SANKSI
BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018
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